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ABSTRAK 
 
       Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh 
perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang 
bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli 
namun.dalam prakteknya, sistem Murabahah masing sering menyimpang dari 
ketentuan dan menyebabkan sengketa. 
       Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mendeskripsikan praktek Murabahah di BMT 
AL-MULTAZAM. (2) untuk mengkaji penyelesaian sengketa pembiayaan Murabhah 
di Kabupaten Tegal. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kepustakaan melalui pendekatan normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode penelitian data wawancara dan 
kepustakaan.  
       Hasil penelitian ini menunjukan tentang prosedur pembiyaan murabahah yang 
terdapat pada Bank Muamalat  dan penyelesaian sengketa Murabahah yang terjadi di 
Kabupaten Tegal. 
       Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan 
dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata kunci : murabahah, sengketa , BMT.  
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ABSTRACT 
 
       Murabaha is a form of raising funds carried out by Islamic banking, both for 
productive and consumptive business activities. Murabaha is defined as a transaction 
of buying and selling goods at the original price with additional agreed profits and is 
not too burdensome for potential buyers. But in practice, the Murassbaha system still 
often deviates from the provisions and causes disputes. 
       The aims of this study are: (1) to describe the practice of Murabaha at BMT AL-
MULTAZAM. (2) to study the Murabaha financing dispute resolution in Tegal 
Regency. This study uses a literature review study method through a normative 
approach. The legal source used in this study is secondary legal sources and data are 
collected from interview and literature review. 
       The result of this study shows Murabaha's financing procedures found at Islamic 
Bank and the Murabahah dispute resolution that occurred in Tegal Regency. 
       The researcher expects the result of this study can give knowledge and better 
insight for students, academics, practitioners, and all readers who are interested in 
researching the same topic. Especially for law students from the Faculty of Law, 
University of Pancasakti Tegal. 
Keywords: Murabaha, dispute, BMT. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
BMT Al Multazam Cabang Tegal Kota melakukan praktek 
murabahah yang objek hubungannya di Brebes. Tempat terjadinya 
perjanjian ada di kota Tegal, yang dalam hal ini, BMT tersebut masih  
melakukan praktek murabahah tersebut ditengarahi menyimpang dengan 
isi dari akad perjanjian sistem Murabahah sebagaimana mestinya. 
Lembaga Bantuan Hukum Badan Advokasi Nasional Penegak Keadilan 
(LBH BANPK) diberi kepercayaan untuk melakukan penyelesaian perkara 
perjanjian murabahah yang saat ini terjadi di wilayah kabupaten Tegal 
antara BMT dengan nasabah yang ada di kabupaten Brebes. 
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa 
jika BMT hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 
secara prinsip, menjadi milik BMT.
1
Jadi intinya, (Baitul Maal wa Tamwil)  
BMT harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah 
secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. 
Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, 
barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik bank (BMT) dan 
                                                             
      1 Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah. 
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barang tersebut tidak diharamkan oleh syariah Islam. Tidak sah 
menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya
2
 
Pembiayaan di BMT juga banyak mengalami masalah walaupun 
telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Banyak faktor 
diantaranya masyarakat awam yang masih belum faham tentang 
pembiayaan murabahah, karena masih banyak masyarakat yang 
beranggapan bahwa pembiayaan murabahah itu sama saja dengan 
pembiayaan konvensional. Padahal kenyataannya menurut fatwa DSN-
MUI tidak seperti itu, BMT berkedudukan sebagai penjual sedangkan 
anggota BMT berkedudukan sebagai pembeli  
Terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dan apa 
yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan murabahah, bagaimana 
alur pembiayaan itu terjadi dan mengenai peralihan kepemilikan objek 
pembiayaan yang harus senantiasa diteliti dan dibahas agar senantiasa 
sesuai dengan sumber aslinya. Didasari oleh latar belakang yang telah 
disebutkan, peneliti merasa perlu dan tertarik untuk menganalisis tentang 
pelaksanaan akad pembiayaan murabahah, dan bagaimana cara peralihan 
kepemilikan barang dari segi hukum Islam dan hukum perdata serta 
kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Sedangkan dalam penelitian ini lebih 
memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah 
karena Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-
                                                             
2 Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73. 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat 
(3), didalamnya memuat visi pembangunan hukum nasional adalah 
“terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui 
pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan 
rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”3  
Louis O. Kattsoff memberikan pandangan tentang manusia dari 
berbagai sudut pandang seperti manusia dan binatang kedua-duanya persis 
sama, setiap manusia merupakan suatu kemustahilan sampai saat ia 
dilahirkan, manusia adalah mesin yang diberi makan dan menghasilkan 
pikiran, manusia hasil karya tuhan, manusia hanyalah sebatang ilalang, 
sesuatu yang paling lemah dialam raya, namun Ia merupakan ilalang yang 
berfikir, dan manusia yang mulia merupakan sekedar citra tuhan.
4
 Tujuan 
manusia diciptakan berdasarkan Al-Qur’an adalah menjadi seorang 
Khalifah yang merupakan nama lain dari seorang pemimpin dan memiliki 
banyak pengertian, kata khalifah dengan segala pandangannya, telah 
mengalami berbagai arti, baik arti khusus maupun umum. Disebutkan 
dalam First Encyclopedia of Islam, Khalifah berarti “wakil” (deputy), 
                                                             
      3Aziz Syamsudin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.1 
      4Dedi Supriyadi dan Mustofa Hasan, Filsafat Agama, Bandung : Pustaka Setia, 2012, hlm. 246 
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“Pengganti” (Successor), “Penguasa” (Vicegerent), “gelar bagi pemimpin 
tertinggi dalam komunitas muslim (Title of the supreme head of the 
muslim Community), dan bermakna “Pengganti rasulullah”.  Makna 
terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa khalifah adalah pemimpin 
tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul.
 
 
KUHPerdata yang merupakan hukum Privat Barat yang sampai 
sekarang masih berlaku, berasal dari negeri Belanda, dan bersumber dari 
negeri Prancis, dan hukum privat Prancis bersumber pada Corpus Luris 
Justinianus dari Romawi
5
. Contoh pasal KUHPerdata yang mengatur 
tentang adanya sistem perjanjian. Namun di Indonesia sendiri terdapat 
beberapa BMT yang tidak menggunakan hukum peninggalan Belanda 
tersebut, melainkan menggunakan sistem murabahah (Hukum Islam) 
karena di negara Indonesia merupakan negara majemuk yang mayoritas 
penduduknya beragama islam. 
Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kegiatan jual beli tentu harus 
dilakukan akad yang jelas, sebab apabila akad yang dilakukan tidak tepat 
maka jual beli yang terjadi tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan jual 
beli yaitu untuk menjauhkan manusia dari praktik riba, karena riba 
merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT dan harus dijauhi, sebab 
pelaku riba akan mendapatkan dosa besar. Q.S. Al-Baqarah: 275 
dijelaskan : 
                                                             
      5A Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung : Rafika Aditama, hlm. 19 
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya”. 
Selain itu dalam hadist Rasul disebutkan juga mengenai larangan 
keras terhadap praktik riba karena riba merupakan kegiatan yang zalim 
dari Abdullah bin Mas’ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: 
Dari Abu Hurairah R A ia berkata : Rasululla bersabda :”Riba adalah 
tujuh puluh dosa, dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa 
orang yang berzina dengan ibu kandungannya”. (HR.Muslim). 
Perkembangan zaman saat ini menunjukan kemajuan dalam kegiatan 
ekonomi, banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan manusia 
untuk melakukan kegiatan perniagaan. Karena lembaga keuangan 
memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan 
pinjaman uang ntuk kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang 
kemudian nasabah membayar angsuran beserta bunga yang ditetapkan. 
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Hal ini tentu tidak sepaham dengan pandangan Islam, karena bunga 
merupakan riba dan riba adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan 
harus dihindari. 
Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi 
umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha 
syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul 
mal waat tamwil atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar 
kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi 
keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar. 
Banyak isu bermunculan mengenai keberadaan lembaga keuangan 
syariah ini. Diantaranya adalah dari tiga jenis pembiayaan yang menjadi 
produk utama lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan mudharabah, 
pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah, yang paling 
mendominasi yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan akad 
murabahah mencapai 56,8% dari total pembiayaan yang ada di perbankan 
syariah, sementara pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya 22,1 
% dan 14,1% dari total pembiayaan yang ada. Kemudian mengenai margin 
pada pembiayaan murabahah yang ditetapkan berdasarkan interestrate atau 
suku bunga yang ada di lembaga kuangan konvensional tidak pada 
kesepakatan bersama (Heykal, 2012). Menurut Mansuri (2006) murabahah 
merupakan kegiatan jual beli, dimana penjual menunjukan harga 
sesungguhnya yang dikeluarkan untuk mendapat produk tersebut serta 
menambahkan keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. 
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Murabahah dijadikan sebagai model pembiayaan dikarenakan lembaga 
keuangan syariah mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan mudharabah 
dan musyarakah. 
Dalam penelitian Haitam tahun 2015 menjelaskan bahwa Ulama di 
Indonesia dari 10 provinsi mengatakan BMT di Indonesia belum murni 
menjalankan Syariat Islam bahkan banyak yang keluar dari syariat yang 
berlaku. Praktek murabahah di BMT juga jelas melanggar prinsip-prinsip 
syariah yang telah dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Hal ini 
perlu diteliti juga terhadap praktek pembiayaan murabahah yang ada pada 
BMT. 
Konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan akan 
berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang mengalami kerugian 
menyatakan rasa tidak puas hati atau prihatin, baik secara langsung 
maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab 
kerugian. Secara prinsip dalam hal penegakan hukum di Indonesia 
hanyalah dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial power) yang 
dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif 
sesuai dengan pasal 24 UUD NRI 1945. Dengan demikian yang 
berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan 
yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di 
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6
 Disebutkan dalam pasal 2 Nomor 
14 Tahun 1970 Undang-Undang Kehakiman dengan tegas menyatakan 
                                                             
      6Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012, h. 286. 
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bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya 
badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tidak 
dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official serta 
bertentangan dengan prinsip under the authority of law. Namun, 
berdasarkan pasal 1851, 1855 KUH Perdata, penjelasan pasal 3 UU 
No.14/1970 serta UU No. 30 tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif 
penyelesaian sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak 
menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan, 
seperti arbitrase atau perdamaian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan 
dengan dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan 
di luar pengadilan. Proses penyelesaian tertua adalah melalui proses 
litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan the frist and last resort 
dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di 
dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa 
memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan 
banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya 
menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu 
merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, 
lambat dalam penyelesaiannya,membutuhkan biaya yang mahal, tidak 
responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang 
bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal 
tersebut meresahkan masyarakat dan dunia bisnis. Apabila mengandalkan 
pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa, tentudapat 
9 
 
 
 
mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakan kinerja pebisnis dalam 
menggerakan perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. 
Untuk itu dibutuhkan instruksi yang lebih efesien dan efektif dalam 
menyelesaikan sengketa bisnis
7
 
 
B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah Praktek Murabahah di BMT? 
2. Bagamana Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di BMT Al 
Multazam Kabupaten Tegal? 
 
C. Tujuan Penelitan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah:  
1. Untuk Mendeskripsikan Praktek Murabahah di BMT 
2. Untuk Mengkaji Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di 
BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal 
 
D. Manfaat Penelitian 
       Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan 
manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
                                                             
      7Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Bandung : Rafika Aditama, 2017,  h.224 
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1. Manfaat Teoritis 
       Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab 
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembiayaan 
Murabahah . 
2. Manfaat Praktis 
a. Upaya Pengembangan Ilmu dalam memperoleh hasil Penelitian 
didalam masyarakat. 
b. Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan saran bagi 
pelaksana pembiayaan murabahah yang mengalami sengketa 
untuk dapat mengantisipasi dan meminimalisir kecurangan 
dalam pembiayaan murabahah. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian dengan tema “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan 
Murabahah di BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal” sebagai berikut :  
1. Lukmanul Hakim, Amelia Anwar (2017), Pembiayaan Murabahah 
Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia
8
, 
didalamnya membahas tentang Perkembangan ekonomi Islam yang 
begitu pesat ikut membuat perbankan syariah semakin berkembang. 
Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat akan bunga 
(interest) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka 
                                                             
      8 Hakim, Lukman, dkk, Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari’ah dalam Perspektif Hukum di 
Indonesia, Vol. 1 No 2, 2017, Al-Urban : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. 
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(predetermined return) adalah riba yang dilarang oleh syariah Islam. 
Atas dasar pemahaman ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak 
para cendikiawan muslim dan teoritisi ekonomi Islam yang 
menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba 
(Interest free banking).
9
 Lembaga perbankan merupakan salah satu 
lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1992. 
2. Tri Setiady (2014), Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih 
Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah
10
, didalamnya membahas 
Murabahah yang menjadi salah satu produk untuk dikembangkan 
oleh bank syari'ah. Produk inidi dasarkan pada prinsip jual beli yang 
dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai' al-murabahah 
sebagaimana diidefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang 
dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati 
oleh kedua belah pihak. Bai' al-murabahah ini merupakan salah satu 
bentuk bai' al-amanah, disamping bai' at-tauliyyah, yakni menjual 
barang dengan harga pokok tanpa mengambil keuntungan apapun 
dan bai'al-wadhi'ah, yakni menjual barang dengan harga jual di 
bawah harga pokok. Bai' al-murabahah dalam fiqh kemudian 
diterapkan dalam bentuk produk perbankan syariah. Dalam 
perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara 
                                                             
9
 Saeed, Abdullah, Bunga Riba yang Menggiur, Bandung : Rafika Aditama, 2012, h. 68 
      10 Setiady, Tri, Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif dan Hukum 
Syariah, Vol. 8 No.3, 2014, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu : Fiat Justicia Jurnal Ilmu 
Hukum 
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bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk 
membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan 
keuntungan. 
3. Mega Yusti Cianti (2017), Akad Murabahah dalam Perspektif 
Hukum Perikatan Indonesia
11
, didalamnya membahas Akad 
murabahah merupakan jual beli meskipun menyangkut jual beli 
barang, murabahah adalah transaksi pembiayaan karena fungsi bank 
sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan bukan sebagai pedagang 
sehingga secara yuridis nasabah yang membeli barang ke pemasok 
sedangkan bank sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah sehingga 
dalam pelaksanaannya di perlukan perjanjian atau perikatan. Akad 
murabahah telah patuh pada aturan Fatwa DSN Nomor 04 Tahun 
2000 mengenai murabahah, baik pada sisi kepatuhan bank syariah 
maupun pada ketentuan umum nasabah. Pada prinsipnya 
pelaksanaan akad  murabahah di BTN Kantor Cabang Syariah 
Yogyakarta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau perikatan 
menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara 
kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 
adanya obyek perjanjian, adanya suatu sebab yang halal. 
4. Mohammad Ghozali (2018), Aplikasi Akad Murabahah pada 
Lembaga Keuangan Syariah
12
, didalamnya membahas tentang Akad 
                                                             
      11Cianti,Mega Yusti, Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Perikatan Indonesia, Tesis, 
2017,Universitas Muhamadiyah Surakarta,hlm.12 
12Mohamad Ghozali, Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal hukum, 
Vol. 3, 2018, Universitas Darussalam Gontor 
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murabahah juga mengalami modifikasi yang memberi kemudahan 
pada LKS selaku pelaksana akad ini. Modifikasi dalam akad 
murabahah seperti mengikat nasabah dengan janji untuk membeli 
barang yang akan ditawarkan oleh LKS, sedangkan LKS belum 
memiliki barang yang dipesan oleh nasabah. Modifikasi lainnya 
yaitu pada akad murabahah lil amri bi al-syira’ yang dibolehkan 
oleh sebagian ulama karena kembali pada hukum asal dari muamalah 
yaitu boleh, namun sebagian ulama yang lain mengatakan akad ini 
haram karena merupakan hilah untuk menghalalkan riba. Modifikasi 
lainnya ada pada murabahah bil wakalah yang diperbolehkan oleh 
fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 poin 9, namun adanya 
akad wakalah menyebabkan munculnya kecurangan atau side 
streaming.  
5. Andreani Hamjani (2018), Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada 
Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, didalamnya menjelaskan tentang yang diperjanjikan, 
maka BMT UMY akan memberi surat peringatan 1-3, apabila 
nasabah tetap tidak membayar maka akan dilelang barang yang 
dibeli tersebut. Apabila uang hasil pada saat pelelangan lebih dari 
piutang maka akan dikembalikan kepada nasabah, tetapi apabila 
kurang dari kewajiban yang harus dibayar maka harus tetap dilunasi 
oleh pembeli dengan ketentuan yang berlaku. Dari keterangan diatas 
dan menurut wawancara yang telah dilakukan alasan nasabah 
14 
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memilih pembiayaan murabahah di BMT UMY yaitu karena di BMT 
UMY sangatlah mudah dalam memproses pembiayaan,memberikan 
pelayanan yang sangat baik serta tidak membeda-bedakan 
nasabahnya, dan nasabah menjadi lebih tertarik pada BMT UMY 
karena telah mengikuti syariah islam dimana tidak ada unsur riba 
dalam akad karena sudah menggunakan transaksi riil dengan cara 
tidak meminjamkan uang melainkan barang maka BMT UMY bersih 
dari riba. BMT UMY juga tidak ada denda dan bunga tidak seperti 
lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan banyaknya nasabah yang 
berasal dari masyarakat pasar maka BMT UMY memberikan 
kebijakan khusus untuk nasabah pasar diperbolehkan pinjam uang 
maksimal 3 juta dengan jaminan blokir tabungan. BMT UMY juga 
menyediakan pilihan jaminan potong gaji untuk para karyawan 
dengan catatan adanya SK. Dengan ini banyak nasabah yang 
memilih untuk melakukan pembiayaan murabahah di BMT UMY 
karena banyak kemudahan dan banyak cara juga untuk jaminan 
pembiayaannya. 
6. Yenti Afrida (2016), Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan 
Syariah
13
, didalamnya menjelaskan tentang Salah satu keunggulan 
perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak 
salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, 
akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah 
                                                             
13 Afrida, Yenti, Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Vol. 1 Nomor 2, 
2016, Institute Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang 
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tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi 
hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. 
Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar 
sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari 
Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga 
pembiaayan murabahah sebagai pembiayaan primadona di 
perbankan syariah bisa dikawal dan tidak mencoreng citra dan 
wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank 
syariah sama saja dengan bank konvensional 
7. Hamli Syaefullah (2018), Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang 
Murabahah di Bank Syariah, didalamnya menjelaskan tentang tugas 
MUI dalam melakukan pengawasan terhadap BMT atau BMT Al 
Multazam yang menggunakan pembiayaan murabahah, terlepas bank 
tersebut BMT atau bank syariah, karena MUI melakukan 
pengawasan dengan tujuan mengawasi bank BMT atau bank 
muamalat yang dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan 
prinsip manajemen resiko dan tata keola yang baik (good corporate 
governancei) serta mematuhi perundang-undangan yang sudah 
ditetapkan dan diberlakukan. 
       Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian 
hukum yang telah dilakuka tersebut fokus kepada pembiayaan 
murabahah dilihat dari perspektif hukum yang ada di Indonesia. 
Penelitian yang membedakan antara penulis lakukan dengan penelitian di 
16 
 
16 
 
atas adalah penulis lebih fokus pada penyelesaian sengketa yang terjadi 
pada Pembiayaan Murabahah.  
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (Library 
Reasearch). Penelitian kepustakaan adalah Penelitian yang 
menggunakan data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian 
kepustakaan karena menggunakan data sekunder berupa dokumen 
hukum. Lembaga Bantuan Hukum Badan Advokasi Nasional Penegak 
Keadilan (LBH BANPK) memberikan perjanjian murabahah kepada 
penulis yang akan digunakan sebagai data sekunder dengan metode 
atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada
14
 pada 
sengketa pembiayaan murabahah yang terjadi dalam masyarakat 
kabupaten Tegal. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah 
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma 
hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah 
hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian 
yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan 
kewajiban)
15
 
                                                             
      14Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 
11., Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14 
      15Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas Hukum 
Universitas Pelita Harapan, Vol. 5  No. 3 Tahun 2006,  hlm. 50. 
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2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang  
meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh 
menurut hukum positif)
16
 Penelitian ini menggunakan pendekatan 
normatif karena meninjau permasalahan “Penyelesaian Sengketa 
Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal” 
menggunakan perspektif hukum posiitf. pendekatan yang digunakan 
oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang diterima oleh 
peneliti untuk dikaji boleh atau tidak boleh hukum yang berlaku di 
BMT tersebut.  
 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder karena 
hanya menggunakan dokumen-dokumen hukum yang telah tersedia. 
Adapun cara penulis mendapatkan sumber hukum sekunder dari 
pengumpulan literasi yang berupa :  
1. Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 
                                                             
      16 Amirudin dan Zainal Asyikin,op.cit.,hlm.135. 
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3. Fatwa DSN MUI no 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
MURABAHAH  
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/PJOK.05/2014 
Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. 
 
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 
       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
melalui Penelusuran Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan karena hanya 
menghimpun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Penelusuran 
dokumen dapat dilakukan secara offline dan online. Penelusuran 
Kepustakaan adalah pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada 
relevansinya dengan pembahasan ini, dan akan dikaji dengan 
pengaturan-pengaturan yang menjadi sumber data. Dalam hal ini 
penulis menempuh cara sebagai berikut Penelitian Kepustakaan 
(Library Research). Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis 
membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
jurna; ilmiah, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta 
beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang 
dibahas. 
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5. Metode Analisis Data 
       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Kualitatif. Analis data Kualitatif adalah suatu analisis data yang tidak 
menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik,namun 
dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi 
mendalam (indepht interview), observasi baik terlibat atau tidak, case 
study, pilot project, kelompok eksperimen, analisis teks, analisis 
grounded, grup terfokus, analisis documenter dan sebagainya
17
 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan 
dan menggambarkan tentang pembiayaan murabahah  agar sesuai 
dengan kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 
memberikan gambaran secara jelas mengenai implikasi hukum syariah 
terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di BMT Al-
Multazam Kabupaten Tegal . 
 
G. Sistematikan Penulisan 
       Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat Latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
                                                             
      17Suteki dan Galang taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik), Depok: 
RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.140. 
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Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tinjauan tentang Negara 
Hukum, tinjauan tentang Perbankan syariah dan tinjauan tentang 
Pembiayaan Murabahah . 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menguraikan 
Pengaturan Hukum Syariah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan 
murabahah dan kajian implikasi Hukum Syariah terhadap penyelesaian 
sengketa pembiayaan Murabahah di Kabupaten Tegal. 
Bab IV Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran 
mengenai hasil laporan penelitian . 
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BAB II 
TINJAUAN  KONSEPTUAL   
A. Gambaran Umum tentang Murabahah 
Murabahah secara etimologi berasal dari kata ribhun 
(keuntungan). Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah 
didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas 
harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang 
disepakati.
18
  
Secara luas jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas 
dasar saling suka rela. Menurut sabiq pada jurnal hukum Universitas 
Sumatera Utara, jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti 
(iwad) yang dapat di benarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat 
dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang 
biasa dikenal dengan sebutan barter dan uang dengan uang missal 
pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing.
19
  
Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda 
antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau danggap 
berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak 
menuntut pelaksanaan janji itu. Dengan demikian adanya suatu 
perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang 
                                                             
       18Andrian Sutedi, Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum), Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2009, hlml.122    
       19Sri Nurhayati, wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 revisi, Jakarta: Salemba 
Empat, 2012, hlm. 168  
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secara mutlak mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat 
membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sama dengan 
persetujuan, karena di dalamnya memaknai kesepakatan atau 
persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan 
(perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.
20
 
Secara bahasa murabahah di ambil dari kata rabihayarbahu-
ribahan-warabahan-warabahan yang berarti beruntung atau 
memberikan keuntungan. Sedangkan kata ribh itu sendiri suatu 
kelebihan yang diperoleh dari produksi  atau modal (profit). 
Murabahah berasal dari kata mashdar yang berarti keuntungan, laba, 
atau faedah.
21
  
      Secara istilah dalam fikih islam murabahah adalah suatu bentuk 
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, 
meliputi harga barang dan biayabiaya lain yang dikeluarkan untuk 
memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang 
diinginkan.
22
  
      Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang 
dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama 
madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung langsung 
terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak 
                                                             
                     20 Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke-19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 22.   
       21Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015, 
hlm. 14  
                               22 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia,     
                     2008, hlm   81-82  
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langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai 
tambah pada barang itu.  
      Ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya 
yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun 
mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan 
oleh penjual.  
      Ulama Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung 
maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama 
biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan 
menambah nilai barang yang dijual.  
      Ulama madzhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya 
yang secara umum timbul dalam suatau transaksi jual beli kecuali 
biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam 
keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai 
barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya.  
      Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya 
langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya 
dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-
hal yang berguna. Keempat madzhab juga membolehkan pembebanan 
biaya tidak langsung yang dibayarkan pihak ketiga dan pekerjaan itu 
harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan 
oleh penjual, mdzhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, 
sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkannya. Madzhab yang 
24 
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empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung 
bila menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang 
berguna.
23
  
    Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/ 
IV/2000 tentang murabahah, bahwa dalam rangka membantu 
masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, 
maka bank syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai laba.
24
  
      Menurut Syafi’i Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada 
harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam 
murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
25
  
      Sedangkan secara sederhana, Adiwarman A. Karim dalam 
bukunya menjelaskan bahwa murabahah adalah suatu penjualan 
barang yang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang 
disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya 
dengan keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan tersebut dapat 
                                                             
      23 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Kuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 
2010, hlm. 144  
       24 Ahmad Irham Sholihin, Pedoman Umum Keuangan Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2010, hlm. 140    
       25 M. Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, 
cet. Ke 2, hlm. 101.  
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dinyatakan dalam nominal atau dalam bentuk prosentase dari harga 
pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.
26
  
      Karnaen A. Perwataatmadja memberi definisi yang tidak jauh 
berbeda mengenai murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan 
kepada nasabah dalam rangka pemenuhan produksi. Pembiayaan 
murabahah mirip dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh 
bank-bank konvensional, dan karenanya pembiayaan murabahah 
berjangka waktu di bawah 1 tahun.
27
  
Sedangkan menurut Zainul Arifin dalam bukunya menjelaskan 
bahwa dalam transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan 
dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang 
haram. Demikian juga harga pembelian barang dan keuntungan yang 
diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. 
Dengan cara ini, pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari 
barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.
28
  
      Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan dengan 
menyatakan harga peroleh dan keuntungan (marjin) yang disepakati 
oleh penjual dan pembeli. Sedangkan Kalau pinjam meminjam tidak 
boleh ada unsur keuntungan atau kelebihan didalamnya.
29
 M, Umer 
Chapra mengemukakakn bahwa Murabahah merupakan transaksi 
                                                             
        26 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007, cet. Ke3, hlm. 255.  
27 Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 
Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992, cet. Ke1, hlm. 15.  
28 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, cet ke4, hlm. 
85.  
29 Sri Nurhayati, wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 hlm. 169  
26 
 
26 
 
yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut 
menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang 
(possession) telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang 
demikian itu secara hukum, bank harus menandatangani 2 (dua) 
perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang satu dengan pemasok barang 
dan perjanjian yang lain dengan nasabah. Adalah tidak sah bagi bank 
untuk hanya memiliki satu perjanjian saja, yaitu dengan pemasok saja, 
dimana bank hanya bertindak sebagai pembayar harga barang kepada 
pemasok barang atas nama pembeli atau nasabah.
30
 
Dari definisi dari berbagai pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa 
murabahah adalah suatu akad jual beli antara pihak penjual(bank) 
dengan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penundaan pembayaran 
baik untuk pembelian aset modal kerja maupun investasi dengan harga 
asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat 
dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo ataupun dengan 
angsuran.   
Lembaga Keuangan Syariah
31
 (LKS) hadir sebagai pilihan dan 
alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh dari 
kegiatan ribawi sebagaimana yang ada di Lembaga Keuangan 
                                                             
30 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitim,1999, hlm.65  
31 Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang  menjalankan kegiatannya dengan prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga 
Keuangan Syari’ah, Cet ke 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 36  
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Konvensional
32
 (LKK). LKS muncul dengan konsep dan sistem yang 
dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem 
bagi hasil dan resiko, yang mengedepankan prinsip keadilan dan 
kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan 
maupun dalam menghadapi resiko.
33
    
Prinsip-prinsip dasar dalam LKS diantaranya adalah prinsip titipan 
atau simpanan (al-wadi’ah), prinsip bagi hasil yang meliputi 
mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli yang meliputi 
murabahah, salam dan istishna, prinsip sewa (ijarah) dan prinsip jasa 
yang meliputi wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qardh, sharf.
34
 
Sebagian dari prinsip-prinsip ini muncul di LKS sebagai produk dari 
LKS dengan nama yang sama atau mengalami perubahan.  
Diantara berbagai produk-produk yang ada di LKS, produk 
murabahah masih mendominasi dibandingkan dengan produk-produk 
lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk murabahah LKS relatif bisa 
menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dan standar sehingga 
risiko kerugian sangat kecil, dibandingkan dengan prinsip bagi hasil 
yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi. Karena kelebihan 
tersebut LKS cenderung menjadikan murabahah sebagai produk 
unggulan yang ditawarkan kepada nasabah. 
                                                             
32 Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk 
aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk 
aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Lihat: Martono, Bank dan Lembaga Keuangan 
Lain, Cet-4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 2  
33 Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jural Law and 
Justice, Vol. 2, No. 1 April 2017, hlm. 55  
34 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet-I, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001) hlm. 83  
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Dari data Statistik BMT yang dikeluarkan oleh OJK di atas bisa 
dilihat bahwa transaksi dengan akad murabahah di BMT yang diawasi 
OJK dan BMT yang tidak diawasi masih unggul dibandingkan 
pembiayaan lainnya.   
Namun dilain sisi murabahah menuai berbagai kritik terutama 
karena LKS mengutamakan murabahah dalam produknya, bahkan ada 
yang menjuluki BMT dengan Koperasi murabahah. Murabahah pada 
prakteknya di LKS telah mengalami berbagai modifikasi 
menyesuaikan permintaan dari nasabah. Terkadang modifikasi 
tersebut tidak sesuai dengan praktik murabahah yang ada di fiqih. 
Sehingga tak sedikit yang menyamakannya dengan kredit di LKK 
 
 
 
   
  
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id 
7   
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B. Margin Dalam Murabahah 
Pendapat ahli hukum Islam menjelaskan mengenai biaya yang 
dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk perhitungan 
laba. Menurut Hanafi semua biaya yang diterima dari praktek 
komersial atau jual beli dapat ditambahkan ke harga biaya mengenai 
biaya perolehan dari komoditas tersebut. Menurut Hambali dan Imam 
Syafi’I dalam bukunya mansuri, semua biaya aktual yang terjadi 
sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada 
kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat 
ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti 
penyimpanan barang atau biaya pengangkutan, namun biaya tersebut 
tidak termasuk dalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat 
ditambahkan lagi. 
Selain itu penetapan margin pada murabahah menurut otoritas 
jasa keuangan  ada beberapa point, sebagai berikut : 
a. Margin jual Murabahah merupakan tingkat keuntungan yang 
diharapkan (expected yield) oleh lembaga keuangan syariah. 
b. Margin (mark up price) ditentukan berdasarkan kesepakatan 
antara lembaga keuangan syariah dan Nasabah. 
c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu 
dari Harga Pokok lembaga keuangan syariah. 
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d. Perhitungan Margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang 
berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan 
ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan. 
e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan 
setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. 
Lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan margin 
Murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank yang tertuang 
dalam perjanjian. 
 
C. Dasar Hukum dan Syarat Rukun Murabahah  
1. Dasar Hukum  
a. Al-Qur’an  
Q.S Annisa (4) : 2  yang memiliki arti sebagaimana berikut:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”  
 
Q.S. Al Baqarah (2) : 275 yang memiliki arti sebagai berikut : 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
31 
 
 
 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.”  
       Dalil-dalil di atas adalah dalil nash yang meskipun tidak 
menyebutkan akad murabahah secara eksplisit, akan tetapi 
menunjukkan bahwa jual beli adalah halal. Dan demikian 
bahwasanya akad murabahah juga sama dengan jual beli yaitu 
tidak memenuhi unsur-unsur riba, gharar, dan atas dasar suka 
sama suka antara penjual dan pembeli tanpa paksaan sama sekali.  
 
b. Undang-Undang 
       Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah 
murabahah adalah  
1. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 
UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbangkan. dalam 
undang-undang ini murabahah disebut sebagai 
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prinsip jaul beli barang dengan memperoleh 
keuntungan. 
2. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
syariah. Dalam ayat 1 sampai 25 disebutkan bahwa 
pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 
yang di persamakan dengan itu berupa transaksi jual 
beli dalam bentuk piutang murabahah.  
3. Dalam peraturan bank Indonesia (PBI), yakni di atur 
dalam PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bak umum 
yang kegiatan usahanya berdasarakan prinsip Syariah 
dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad 
penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah.
35
  
UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Pasal 
19 ayat 1 d
36
 :  
“Kegiatan usaha bank umum syari’ah meliputi: menyalurkan 
pembiayaan berdasarkan pembiayaan akad murabahah, 
akad salam, akad istishna, atau akan lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syari’ah,” 
1) Hukum Dewan Pengawas Syariah  
                                                             
      35 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, Loc.Cit, hlm.16 
       36 Abdul Ghafur Anshari, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2011, hal. 235    
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Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Dewan yang 
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas 
dan memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa 
tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah, dimana DSN juga berfungsi memberikan 
kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar 
betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah.  
Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan 
akad murabahah yang harus dipedomani untuk 
menentukan keabsahan akad murabahah. Fatwa-fatwa 
DSN-MUI yang menyangkut murabahah yaitu:  
a. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Murabahah.  
b. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 
tentang Uang Muka dalam Murabahah  
c. Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 
tentang Diskon dalam Murabahah.
37
  
d. Fatwa DS-MUI No. 17 tahun 2000 tentang 
pengenaan denda.
38
  
e. Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 
tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.  
                                                             
      37 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, Op.Cit hlm. 17-18  
                    38 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi  
              Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm. 161  
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f. Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Potongan Tagihan Murabahah.  
g. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah 
Tidak Mampu Membayar.  
h. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.  
Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Konversi Akad Murabahah.
39
  Murabahah sebagai 
pembiayaan tentu memiliki sebuah aturan khusus agar 
transaksinya tidak keluar dari syariah Islam. Aturan 
khusus tersebut dimuat dalam sebuah Fatwa MUI (2000) 
tentang ketentuan murabahah yang dapat disarikan 
sebagai berikut : 
a. Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh 
syariah Islam. 
b. BMT membiayai sebagian atau keselurhan harga 
pembelian barang yang telah disepakati 
kualifikasinya. 
c. BMT membelikan barang yang diperlukan nasabah 
atas nama BMT sendiri dan pembelian ini harus sah 
dan bebas riba.  
                                                             
        39 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah,Op.Cit. hlm. 18-19  
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d. BMT harus menyampaikan semua hal yang 
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika 
pembelian dilakukan secara utang. 
e. BMT kemudian menjual barang tersebut kepada 
nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga 
beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT 
harus memberitahukan secara jujur harga pokok 
pembelian barang berikut biaya yang diperlukan. 
f. Jika BMT hendak mewakilkan kepada nasabah 
untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual 
beli murabahah harus dilakukan setelah barang 
secara prinsip menjadi milik  
BMT. 
g. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang 
tersebut, biaya riil BMT harus dibayar dari uang 
muka tersebut. 
h. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah 
serius dengan pesanannya. 
2) Syarat dan Rukun Murabahah  
       Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum islam, 
rukun yang membentuk akad murabahah ada empat : 
a. Adanya penjual (Ba’i)  
b. Adanya pembeli (Musytari)  
36 
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c. Objek atau barang yang diperjualbelikan (Mabi’)  
d. Harga nilai jual barang berdasarkan mata uang 
(Tsaman)
40
  
       Menurut Ilmu Fiqh, Syarat dan rukun Murabahah 
harus meliputi :  
a) Transaktor (pihak yang bertansaksi)   
         Dalam fikih muamalah, transaktor harus 
memiliki kompetensi berupa berakal, baligh, dan 
cakap hukum. Adapun transaksi untuk anak kecil, 
dapat dilakukan dengan izin dan panutan dari 
walinya.  
b) Objek murabahah  
      Dalam hal ini barang harus tidak dilarang oleh 
islam dan harus jelas spesifikasinya dan ketika 
terjadi transaksi barang sudah harus secara fisik, 
barang harus sudah milik penjual, penjual harus 
menjual senilai harga beli ditambah keuntungannya, 
Harga barang sudah jelas.   
c) Ijab Qabul  
      Pernyataan dan perasaan saling rela diantara para 
pihak yang bertransaksi, baik secara tertulis maupun 
                                                             
      40 Sutedi, Perbankan..., hlm.122             
      10Wiroso, Op Cit, hlm. 37.  
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secara lisan seperti melalui korespondensi atau 
mengunakan cara komunikasi modern.  
d) Pengawasan syariah  
       Memastikan kesesuaian praktik yang dilakukan 
bank syariah dengan ketentuan syariah yang di 
tetapkan oleh DSN. Pengawasan tersebut dilakukan 
berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 
8/19/DPBs Tahun 2006 tentang pedoman dan tata 
cara pelaporan hasil pengawasan bagi dewan 
pengawas syariah seperti memastikan barang yang 
diperjualbelikan tidak haram, memastikan harga jual 
senilai harga beli ditambah keuntungan.
41
  
3) Jenis-jenis Murabahah  
      Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli 
dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku 
umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi 
syarat jual beli murabahah. Dalam prakteknya 
pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BRI 
Syariah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan 
peruntukannya, yaitu:  
a) Murabahah Modal Kerja (MMK), yang 
diperuntukkan untuk pembelian barang-barang 
                                                             
      41 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan 
Syariah,Op.cit, hlm. 158- 162  
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yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal 
kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan 
oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. 
Penerapan murabahah untuk modal kerja 
membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek 
yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak 
jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami 
kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok 
masingmasing barang.  
b) Murabahah Investasi (MI), adalah pembiayaan 
jangka menengah atau panjang yang tujuannya 
untuk pembelian barang modal yang diperlukan 
untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan 
proyek baru.  
c) Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan 
perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk 
pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan 
konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai 
pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama 
lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya 
berwujud obyek yang dibiayai, tanah dan 
bangunan tempat tinggal.
42
  
                                                             
       42 Wawancara dengan Advokat LBH BANPK,Warjiyantie,SH Pada senin, 2 Desember 2019  
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4) Implementasi Murabahah  
a)  Implementasi murabahah di LKS  
Bagaimanapun saat ini, murabahah lebih banyak di 
gunakan di aspek pembiayaan, baik di lembaga 
keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan 
bank seperti BMT.  
b) Implementasi murabahah di Koperasi  
Dalam perspektif sistem koperasi, murabahah 
diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati 
antara BMT dengan nasabah dimana BMT 
menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan 
baku atau modal kerja lainnya.  
  Dalam murabahah di koperasi, BMT  bertindak 
sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai 
penbeli. Skema opeasional murabahah di bank syariah ini 
dapat di gambarkan sebagai berikut.  
 
Dalam gambar di atas tampak bahwa bak melakukan 
jual beli secara langsung dengan pihak ketiga. Dalam 
skema ini, maka bank tidak hanya bergerak di sector 
BMT 
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keuangan, tetapi juga bergerak di sector rill. Namun sesuai 
di dengan perundangundangan yang berlaku, bank hanya 
boleh bergerak dalam sector keuangan saja. Oleh karena 
itu, perlu adanya modifikasi agar bank syariah tidak 
tergiring dalam sector rill tersebut, maka skema tergiring 
dalam sector rill tersebut, maka skema opeasional ini 
dimodifikasi sebagai berikut : 
 
 
Dari bagian itu tampak bahwa BMT tidak melakukan 
transaksi langsung dari pihak ketiga. Karena barang yang 
di perjualbelikan langsung oleh pihak ketiga kepada 
nasabah. Namun apabila skema ini yang hendak 
dilaksanakan di perbankan syariah maka diperlukan 
instrument akad pelengkap seperti wadi’ah dan wakalah.15  
2)   Implementasi murabahah di lembaga pembiayaan  
      Murabahah dalam persepektif lembaga pembiayaan 
diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengandaan 
suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga 
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peroleh) kepada pembeli dan pembeli membayar secara 
angsuran dengan harga lebih sebagai keuntungan. Secara 
sederhana skema operasional murabahah di lembaga 
pembiayaan dapat digambarkan sebagi Dalam tataran 
implementasinya murabahah itu bisa dilakukan dengan 
dua cara yaitu murabahah berdasarkan pesanan dan 
murabahah tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan ini 
bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berutang 
untuk membeli barang yang di pesannya. Dalam 
pelaksanaan murabahah bersifat mengikat, konsumen 
sebagai pembeli dan tidak dapat membatalkan 
pesanannya.
43
 
 
D. Skema akad murabahah  
Dalam aplikasi murabahah BMT syariah, BMT merupakan penjual 
dan nasabah merupakan pembeli atau sebaliknya. Dalam hal bank 
menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli, maka BMT 
menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli 
barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan 
harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan 
oleh bank syariah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara 
                                                             
      43 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah,Op.Cit, hlm. 24-26  
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membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan 
pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.
44
  
  
Keterangan:  
1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana 
transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.   
2. Atas dasar negoisasi yang dilaksanakan antara BMT dan nasabah, 
maka BMT membeli barang dari supplier.  
3. BMT melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank 
syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.   
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank 
syariah.  
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen 
kepemilikan barang tersebut.  
                                                             
44 Ismail, Perbankan Syariah, hlm. 139  
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Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan 
pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah 
dengan pembayaran angsuran.
45
  
 
E. Konsep Pembiayaan Murabahah  
1. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah  
       Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga 
Keuangan Syariah (BMT), pembiayaan murabahah dapat 
dibedakan menjadi 2, yaitu:
10
  
a. Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan  
      Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah 
yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang 
memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga 
penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan 
dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri.  
       Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank 
syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang 
yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan 
ada nasabah yang membeli atau tidak.
46
 Sehingga proses 
pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli 
murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank 
                                                             
45 Ismail, Perbankan Syariah, hlm. 139-140  
      46 Ibid, hlm. 39.  
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syariah atau BMT ini dapat dilakukan dengan beberapa cara 
antara lain :  
1. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip 
murabahah).  
2. Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan 
pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad 
(Prinsip salam).  
3. Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan 
pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa 
pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip 
isthisna).  
4. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah 
atau musyarakah.  
Alur transaksi murabahah tanpa pesanan dapat dilihat dalam 
skema berikut :   
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b. Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan  
        Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah 
berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang 
dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang 
mengajukan pembiayaan murabahah.
47
 Jadi dalam murabahah 
berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan 
pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah 
ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset 
sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.  
                                                             
      47 Ibid, hlm. 41.  
Alur Murabahah Tanpa Pesanan   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sumber : Wiroso , Jual Beli Murabahah   
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Alur transaksi murabahah berdasarkan pesanan dapat dilihat 
dari skema berikut :  
   
 
2. Manfaat Pembiayaan Murabahah  
      Seperti halnya jual beli (Ba’i), murabahah juga mempunyai 
beberapa keunggulan yang sama yaitu selisih harga beli dari 
penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain daripada itu, 
manfaat lain akad murabahah juga sama seperti akad jual beli yaitu 
menghindarkan kita dari riba. Juga tak kalah pentingnya yang mana 
hal ini merupakan keunggulan dari pembiayaan murabahah adalah 
sistem dan prosedur murabahah yang sangat sederhana, hal ini 
memudahkan penanganan administrasinya di bank syari’ah maupun 
lembaga keuangan syari’ah lainnya.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sumber : Wiroso,  Jual Beli Murabahah   
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3. Risiko Pembiayaan Murabahah  
      Diantara kemungkinan resiko yang terjadi dalam pembiayaan 
murabahah adalah sebagai berikut:  
a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar 
angsuran.   
b. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi apabila harga di 
pasar naik setelah membelikannya untuk nasabah, bank atau 
BMT tidak bisa mengubah harga jual tersebut.   
c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim atau diterima nasabah 
bisa saja ditolak dengan beberapa alasan. Bisa terjadi 
kerusakan dalam pengiriman, sehingga nasabah menolaknya. 
Karena itu sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan 
lain nasabah merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan 
kualifikasi yang dipesan. 
 
F. Pengertian akad  
Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau 
kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang 
terbingkai dengan nilai-nilai syari‟ah.  
Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang 
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari 
satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun  muncul dari dua 
pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. 
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Secara khusus akad menurut Santoso yang dikutip dalam bukunya 
berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan 
kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam 
lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. 
Rukun dalam akad ada 3, yaitu:  
1) pelaku akad;  
2) objek akad; dan  
3) shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.  
Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk 
dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syari‟ah yang diberikan 
pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari 
yang lain (wilayah). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus 
sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi 
akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara 
itu, ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan 
bersambung antara ijab dan qabul.  
Syarat dalam akad ada empat, yaitu:  
1) syarat berlakunya akad (In’qoid); 
2) syarat sahnya akad (Shighah);  
3) syarat terealisasikannya akad (Nafadz); dan  
4) syarat lazim.  
Syarat In’qoid ada yang umum ada yang khusus. Syarat umum harus 
selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku 
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akad, objek akad dan shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang 
diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, 
syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada pada akad-akad 
tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat 
shighah, yaitu syarat yang diperlukan secara syari‟ah agar akad 
berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. 
Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang yang dimiliki oleh 
pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat lazim, yaitu 
bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.   
Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat 
dibagi ke dalam enam kelompok pola , yaitu:  
1. pola titipan, seperti wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad 
dhamanah;  
2. pola pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan;  
3. pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah;  
4. pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna;  
5. pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan  
6. pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan 
rahn.  
1. Akad Pola titipan  
Akad berpola titipan (Wadi’ah) ada dua, yaitu Wadi’ah yad 
Amanah dan wadi’ah yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadi’ah 
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muncul dalam bentuk yad al-amanah „tangan amanah,‟ yang 
kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamanah  
“tangan penanggung”. Akad Wadi’ah yad Dhamanah ini akhirnya 
banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam 
produk-produk pendanaan.  
a. Titipan Wadi’ah yad Amanah  
Secara umum Wadi’ah adalah titipan murni dari pihak 
penitip(muwaddi’) yang mempunyai barang atau aset kepada 
pihak penyimpan  (mustawda’)  yang  diberi 
amanah/kepercayaaan, baik individu maupun badan hukum, 
tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, 
kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan 
kapan saja penyimpan menghendaki (Ascarya, 2006:42) 
Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang 
dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau 
barang berharga lainnya (Ascarya, 2006:42). Dengan prinsip 
ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau 
memanfaatkan  barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya 
menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh 
dicampuradukkan dengan barang/aset penitip. Karena 
menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti biasa 
disebut wadi’ah yad amanah.  
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G. Pembiayaan Bermasalah  
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah  
      Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana 
menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam 
pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan 
terjadi kegagalan.
48
 Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi 
salah satu dari kriteria sebagai berikut:  
a. Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun 
Margin atau margin yang diinginkan.   
b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam 
bentuk pembayaran pokok dan/atau Margin yang menjadi 
kewajiban anggota yang bersangkutan.   
c. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.   
2. Dasar Hukum Pembiayaan  
      Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung 
upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur’an dan 
Hadist, yaitu sebagai berikut:  
a. Al Qur’an  
a) Q.S. Al Baqarah (2) : 280 yang memiliki arti sebagai 
berikut:  
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.Dan 
                                                             
      48 M. Amin Aziz, et al. SOM & SOP BMT Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), 
Jakarta: PINBUK PRESS, 2008, hlm.81.    
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menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui.”  
b) QS Al Baqarah (2) :283 yang memiliki arti sebagai berikut:  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. 
Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” 
b. Al Hadits  
Hadits Riwayat Ibnu Maja  
“Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang 
berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia 
melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah 
sesuatu yang dilarang oleh Allah.”  
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 Hadits Riwayat Al Bukhari  
 “Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasul SAW pernah 
membeli makanan dari seorang yahudi dengan menghutang 
dan beliau memeberikan baju besinya sebagai jaminan”.  
c. Fatwa DSN Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi 
Nasabah Tidak Mampu Membayar  
“bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka 
diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam”. 
d. Peraturan Bank Indonesia  
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang 
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syariah:  
“bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha 
nasabah pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 
dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah 
yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan 
membayar.” 
 
3. Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah  
      Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak 
internal bank dan pihak eksternal bank, diantaranya sebagai 
berikut
49
:  
                                                             
      49 Trisandi dan Abd.Shomad, Op. Cit hlm. 102  
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a. Faktor Internal Bank  
1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.  
2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.  
3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang 
melakukan side streaming).  
4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis 
usahanasabah.  
5) Proyeksi penjualan terlalu optimis  
6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan 
bisnis dankurang memperhitungkan aspek kompetitor.  
7) Aspek jaminan tidak di perhitungkan aspek aspek 
marketable.  
8) Lemahnya supervisi dan monitoring.  
9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal 
balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga 
mengakibatkan proses pembiayaan tidak didasarkan pada 
praktik perbankan yang sehat. 
b. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar).  
1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam 
memberikan informasi dan laporan tentang kegiatanya).  
2) Melakukan side streaming penggunaan dana.  
3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga 
kalah dalam persaingan usaha.   
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4) Usaha yang dijalankan relatif baru.  
5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.  
6) Tidak mampu menanggung masalah/kurang menguasai 
bisnis.  
7) Meninggalnya key person.  
8) Perselisihan sesama direksi.  
9) Terjadinya bencana alam.  
10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau 
sector ekonomi atau industri dapat berdampak positif 
maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan 
industri tersebut. 
 
4. Kategori Pembiayaan Bermasalah  
      Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 
31/10/UPPB tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori,
50
  
yaitu : 
a. Lancar  
       Adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan Margin 
maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau 
tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan 
lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.  
 
                                                             
       50 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah, Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2010, hlm.115-116.  
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b. Kurang Lancar  
        Adalah pembiayaan yang mana pembayaran Margin dan 
angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena 
adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan 
dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang 
merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini 
belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini 
dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin 
memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil 
untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur 
bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang 
berarti.  
c. Diragukan  
Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai 
diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, 
hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. 
Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk 
meminimalkan kerugian. 
d. Dalam Perhatian Khusus  
Adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada 
kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya 
ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset 
penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran 
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angsuran.Perhatian dini dan pembicaraan yang intensif dengan 
debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.  
e. Macet  
         Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih 
kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan 
yang diberikan. Dari pengkategorian pembiayaan di atas, maka 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 
31/147/KEP/DIR, pembiyaan dibedakan menjadi pembiayaan 
tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan 
tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan 
perhatian khusus.Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah 
apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan 
macet.
51
  
 
5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
       Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa 
permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah 
pasti ada. Hal ini kurang lebih disebabkan oleh 2 unsur, yakni dari 
pihak bank kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat 
pula terjadikongkalikong antara pihak analis pembiayaan dengan 
pihak debitur sehingga analisanya dilakukan secara subyektif. 
Kemudian unsur yang kedua yaitu kelalaian dari pihak nasabah 
                                                             
     51 Ibid, hlm.117    
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yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat 
disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.  
       Dalam menangani pembiayaan bermasalah pimpinan bank 
harus tetap berpegang teguh pada pedoman pokok penanganan 
pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan pembiayaan 
secara maksimal. Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan 
melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi.Restrukturisasi 
merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian 
yang disebabkan pembiayaan bermasalah.Dasar hukum 
restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No. 
31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Antara lain meliputi:  
a. Rescheduling ( penjadwalan ulang ) 
Adalah tindakan yang berbentuk penjadawalan kembali 
kewajiban nasabah. Resheduling dapat dilakukan untuk 
kondisi:  
1) Potensi usaha masih cukup bagus  
2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kebutuhan masih 
ada  
3) Plafon pembiayaan yang tidak beruba 
Rescheduling dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
1) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran Perubahan 
jadwal angsuran.  
2) Pemberian grace periode.  
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3) Perubahan jumlah angsuran.  
b. Reconditioning  (Rekondisi) 
Adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan 
persyaratan yang telah disepakati bersama.Tindakan 
reconditioning dapat dilakukan dalam kondisi:  
1) Potensi usaha masih cukup bagus  
2) Sarana usaha masih memadai  
3) Usaha mengalami permasalahan cash flow manajemen  
4) Plafon pembiayaan tetap  
Reconditioning dilakukan melalui :  
1) Perubahan jaminan  
2) Bantuan manajemen  
c. Restructuring (Restrukturisasi) 
      Adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang 
terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan restructuring 
dapat dilakukan dalam kondisi:  
1) Potensi usaha masih cukup bagus  
2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih 
ada  
3) Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang 
bersifat sementara  
4) Plafon pembiayaan berubah  
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Selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, 
pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukurisasi 
tidak berhasil. Tindakan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan 
melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal 
formal. Tindakan kuratif meliputi :  
a. Eksekusi  
Jenis-jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah:   
1. Eksekusi Secara Formal (Ligitasi)  
Adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksa melalui 
lembaga hukum yang berlaku. 
2. Parate Eksekusi (Non Litigasi)  
Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela 
tanpa melalui proses pengadilan. (Pasal 1178 KUH Perdata).  
Ada 2 (dua) opsi yang bisa dilakukan, yaitu:  
a) Nasabah menjual sendiri jaminannya dimana Bank atau 
BMT tetap memegang legalitas jaminan sampai dengan 
terjadi transaksi  
b) Nasabah memberi kepercayaan kepada Bank atau BMT 
untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi 
kewajiban sisa pembayaran, maka sisa uang akan 
dikembalikan.  
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b. Collection Agent (Agen penagih) 
      Adalah proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui 
bantuan pihak ketiga.Pada dasarnya, tujuan dilakukannya hal di 
atas adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu 
nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola 
usahanya, yang mengakibatkan berkurangnya atau melemahnya 
kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. 
Dengan demikian tindakan di atas diharapkan memberi jalan 
tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.  
c. Likuidasi  
      Adalah tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh 
asset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk 
menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan 
bermasalah.  
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BAB III 
               HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Praktek murabahah di Bank BMT Cabang Tegal 
       BMT Al Multazam Nampak seperti BMT pada umumnya, tetapi 
ketika adanya sengketa yang dihadapi para nasabah tidak ada pengawalan 
dan persetujuannya. Calon nasabah yang mengajukan permohonan 
pembiayaan Murabahah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan 
yang diajukan oleh account manager atau Relationship manager yang 
bersangkutan. Formulir pembiayaan Murabahah  tersebut berisi data-data 
pribadi dan juga data-data pendukung lainnya. Data pendukung adalah 
data yang berhubungan dengan kedudukan legalitas calon nasabah 
misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), Slip 
Gaji dan lain-lain.Setelah data-data yang diperlukan diserahkan kepada 
account manager atau Relationship Manager, tahap selanjutnya adalah 
Bank Muamalat  mencari informasi tentang kebenaran data yang telah 
diberikan dan mencari kebenaran tentang apa yang didapat dari hasil 
wawancara yang dilakukan sebelumnya.  
Adapun Produk-produk BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal  
a. Produk Pembiayaan  
1) Mudharabah   
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Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak 
dimana pihak pertama (BMT selaku shahibul amal) menyediakan 
seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua (anggota 
BMT/mudharib) bertindak selaku pengelola usaha, dan keuntungan 
usaha dibagi antara BMT dan anggota BMT sesuai kesepakan yang 
dituangkan dala akad pembiayaan, ketentuannya yaitu :  
a. Pembiayaan untuk modal usaha produktif  
b. Modal usaha disediakan oleh BMT  
c. Anggota BMT bertindak selaku pengelola usaha  
d. Anggota BMT bersedia untuk menyampaikan kondisi usaha, 
dan laporan keuangan secara jujur dan terbuka  
e. Keuntungan hasil usaha dibagi antara BMT dan anggota BMT 
sesuai kesepakatan bersama  
2) Musyarakah  
       Musyarakah yaitu akad kerjasama antara BMT dan anggota 
BMT untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing pihak 
memberikan kontribusi dana (modal usaha) dan keuntungan usaha 
dibagi antara BMT dengan anggota BMT sesuai kesepakatan yang 
dituangkan dalam akad pembiayaan, ketentuannya yaitu:  
a. Pembiayaan untuk modal usaha produktif  
b. BMT menyertakan sebagian modal atas usaha yang dikelola 
oleh anggota BMT  
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c. Anggota BMT bersedia untuk menyampaikan kondisi usaha, 
dan laporan keuangan (keuntungan) secara jujur da terbuka  
d. Keuntungan hasil usaha dibagi antara BMT dan anggota BMT 
sesuai kesepakatan bersama  
3) Murabahah   
       Murabahah yaitu akad jual beli suatu barang antara BMT 
(penjual) dengan anggota BMT (pembeli) dengan menegaskan harga 
belinya kepada anggota BMT dan anggota BMT membayarnya 
dengan harga yang lebih sebagai laba, ketentuannya yaitu:  
a. Pembiayaan  untuk  pembelian  barang  (kebutuhan 
konsumtif)  
b. Pihak BMT membelikan barang yang dipesan oleh anggota 
BMT, kemudian menjualnya kepada anggota atau BMT 
mewakilkan kepada anggota BMT untuk membeli barang yang 
dikehendakinya da selanjutnya BMT menjual barang tersebut 
kepada anggota  
c. BMT menyampaikan harga perolehan (harga beli barang) dan 
menjual kepada anggota dengan harga lebih (profit margin) 
sebagai laba  
d. Anggota BMT membayar barang yang dibeli tersebut dengan 
cara jatuh tempo maupun angsuran sesuai jangka waktu yang 
disepakati. 
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4) Ijaroh  
       Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 
sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu 
sendiri, ketentuannya yaitu:  
a. Ijaroh digunakan untuk keperluan menyewa barang/jasa  
(pemindahan hak guna/manfaat barang/jasa)  
b. Pihak BMT menyewakan barang atau jasa (menyediakan hak 
guna barang/jasa) sesuai kebutuhan anggota BMT  
c. Pembayaran sewa dilakukan secara mengangsur sesuai jangka 
waktu yang disepakati  
d. Keuntugan BMT diperoleh dari imbalan jasa (ujroh) atas 
penggunaan manfaat barang/jasa tersebut  
5) Qardhul Hasan   
       Qardhul Hasan, yaitu suatu akad pinjaman kepada anggota 
BMT,  dan anggota berkewajiban mengembalikan sejumlah pokok 
pinjaman tanpa tambahan keuntungan kepada BMT, ketentuannya 
yaitu:  
a. Pinjaman ini diprioritaskan untuk kaum duafa   
b. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan sejumlah pokok 
pinjaman tanpa tambahan keuntungan. 
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b. Produk Simpanan  
1) Sirela (Simpanan Sukarela Lancar)  
       Sirela adalah  dana anggota yang disimpan/dititipkan ke BMT 
dan dapat diambil sewaktu-waktu, ketentuan dan karakteristiknya 
yaitu:  
a. Sirela menggunakan akad wadiah yadhomanah  
b. Setoran awal (pembukuan rekening) minimal Rp 10.000,-  
c. Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-  
d. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu 
selama jam pelayanan kas kantor buka  
e. Melayani sistem jemput bola (pelayanan penarikan setoran dan 
penarikan simpanan di lokasi anggota.  
2) Sisuka (Simpana Sukarela Berjangka)  
       Sisuka adalah dana anggota yang disimpan/dititipkan maupun 
diinvestasi ke BMT dengan pengambilan disepakati dalam jangka 
waktu tertentu, ketentuan dan karakteristiknya yaitu:  
a. Sisuka menggunakan akad wadiah yadhomanah (titipan) dan 
mudharabah (investasi)  
b. Setoran minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)  
c. Jangka waktu jatuh tempo: 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan  
3) Sisupel (Simpanan Sukarela Pelajar)  
       Sisupel adalah simpanan yang diperuntukkan bagi para pelajar, 
ketentuan dan karakteristiknya yaitu:  
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a. Sisupel menggunakan akad wadiah yadhomanah  
b. Setoran awal (pembukaan rekening) minimal Rp. 5.000,-  
c. Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-  
d. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu 
setiap hari kerja  
e. Melayani sistem jemput bola (pelayanan penarikan setoran dan 
penarikan simpanan di sekolah).  
4) Si Suqur (Simpanan Persiapan Ibadah Qurban)  
       Si Suqur adalah simpanan yang direncanakan untuk 
pembelian hewan qurban pada hari raya Idul Adha, ketemtuan 
dan karakteristiknya yaitu:  
a. Si Suqur menggunakan akad wadiah yadhomanah  
b. Setoran awal (pembukaan rekening) minimal Rp. 50.000,-  
c. Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-  
d. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu setiap hari kerja  
e. Pengambilan hanya bisa dilakukan mulai 1 bulan menjelang 
hari raya Idul Adha  
5) Si Tasya (Simpanan Tamasya)  
       Si Tasya adalah simpanan yang direncanakn untuk 
tamasya/wisata/tour, ketentuan dan karakteristiknya yaitu:  
a. Si Tasya menggunakan akad wadiah yadhomanah  
b. Setoran awal (pembukaan rekening) minimal Rp. 10.000,-  
c. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-  
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d. Pengambilan bisa dilakukan 7 hari sebelum tanggal 
keberangkatan  
e. BMT bisa menyediakan biro jasa tour/perjalanan wisata  
6) Siaman (Simpanan Amanah)  
       Siaman adalah dana amanah anggota BMT berupa zakat, 
infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya yang disampaikan 
kepada BMT dan BMT akan menyalurkan serta mengalosasikan 
dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dan berhak 
menerima (mustahiq), ketentuan dan karakteristiknya yaitu:  
a. Siaman adalah merupakan dana kebajikan dengan prinsip 
tolong menolong yang dilakukan dengan mengharap 
keridho‟an Allah SWT.  
b. Anggota BMT menyiapkan zakat, infaq, shadaqah maupun 
dana sosial lainnya kepada BMT.  
c. BMT mengalosasikan dana tersebut kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan dan berhak menerima (mustahiq) dalam 
bentuk tunai, bantuan sosial, pinjaman qardhul hasan, dan 
kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat sosial.  
d. BMT akan melaporkan pengalokasian dana amanah tersebut 
secara berkala  
       Adapun Standard Operating Procedures pada BMT Al-
Multazam Kabupaten Tegal sebagaimana berikut :  
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a. Standar operasional penggunaan dana untuk kegiatan 
operasional. 
Jenis-jenis biaya operasional:  
1) Biaya TK  
2) Listrik, air, telepon  
3) Transportasi  
b. Standar opersional penggunaan dana untuk aktiva tetap dan 
investaris. Jumlah aktiva tetap di luar tanah dan bangunan 
tidak boleh 1% jumlah asset bersi (non antar kantor pasiva).  
c. Standar operasional penggunaan dana untuk pendidikan dan 
biaya sosial.  
d. Sumber dana  
1) Penyisihan setiap bulan untuk biaya pendidikan  
2) Denda yang diperoleh  
3) Penyisihan setiap bulan untuk biaya sosial  
4) Penyisihan dana dkk  
e. Penggunaan dana  
1) Bantuan pendidikan, pelatihan, training karyawan  
2) Beasiswa untuk anak karyawan  
3) Beasiswa untuk anggota/nasabah  
4) Beasiswa untuk anak karyawan  
5) Bantuan sosial untuk masyarakat  
6) Bantuan sosial untuk anggota/nasabah  
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7) Bantuan sosial untuk masyarat  
f. Pengelolaan dana pendidikan dan sosial  
1) Perusahaan menyisihan dana dalam bentuk biaya 
pendidikan yang jumlah dan waktunya disesuaikan 
dengan kemampuan dan kebutuhan.  
2) Perusaha menyisihan dana dalam bentuk biaya sosial 
yang jumlah dan waktunya disesuaikan dengan 
kemampuan dan kebutuhan.  
3) Denda yang diambil dari anggota atau nasabah tidak 
diperkanan dicatat sebagai pendapatan, tetapi sebagai 
dana sosial.  
4) Dana kesejahteraan/sosial juga diambil dari pembulatan 
biaya bagi hasil, yang dilakuakan sebagai upaya 
mempermudah pencatat secara manual pada buku 
anggota.  
5) Dana pendidikan dan soaial baik penerimaan dan 
pengeluarannya dicatat secara rinci dan terpisah dari 
neraca (off balance sheet).  
6) Dana pendidikan dan sosial dicatat/diadministrasikan 
oleh badan atau staf pada Bagian/Divisi SDM.  
g. Standar operasional penggunaan dana untuk investasi  
1) Perusahaan memungkinkan untuk ikut berinvestasi 
kepada pihak lain baik berbentuk badan usaha maupun 
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tidak, sepanjangan usaha tersebut dinilai produktif dan 
prospektif, dengan sistim bagi hasil.  
       Dalam hal investasi bisa berbentuk penanaman modal ataupun saham, 
berdasarkan presentase. Dalam beberapa hal memungkinkan untuk ikut 
dalam tim manajemen/pengendali usaha tersebut. Pembiayaan yaitu 
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 
Yang dimaksud dengan pembiayaan disini adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal terhadap anggota yang 
mana anggota harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 
pihak BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal dan juga anggota harus 
mematuhi prosedur yang telah dibuat oleh pihak BMT Al-Multazam 
Kabupaten Tegal. 
1) Standar operasional dan prosedur pembiayaan  
a. Standar operasional dan prosedur umum  
b. Marketing menjelaskan tentang prosedur, tata cara, syarat dan jenis 
pembiayaan.  
c. Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi 
persyaratan administrasi awal sebagai syarat pengajuan 
pembiayaan.  
d. BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal melakukan survey ketempat 
tinggal, tempat usaha dan jaminan.  
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e. BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal melakukan wawancara/tanya 
jawab dengan anggota, suami/istri dan atau ahli warisnya.  
f. BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal melakukan analisis kelayakan 
usaha.  
g. BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal menyetujui atau menolak 
pengajuan.  
Penolakan tidak harus disertai alasan-alasan secara detail.  
h. Pengajuan pembiyaan yang disetujui baru dapat dilakukan realisasi 
pembiayaan apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi 
secara lengkap. 
2) Prosedur persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan  
a. Menyerahkan photo copy KTP yang masih berlaku dan 
menunjukkan aslinya.  
b. Menyerahkan photo copy Kartu Keluarga dan menunjukkan  
aslinya.  
c. Menunjukkan photo copy surat-surat resmi yang berkekuatan 
hukum dari barang/benda yang akan dijadikan jaminan/agunan 
serta menunjukkan aslinya.  
d. Menyerahkan photo copy Surat Penunjukkan Kerja (kalau ada).  
e. Mengisi form aplikasi pembiayaan dan melengkapi sesuai yang 
tercantum dalam form aplikasi tersebut. 
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3) Prosedur Survey  
a. Survey dilakukan dengan membawa perangkat survey berupa 
persyaratan administrasi yang masuk dan daftar persyaratan.  
b. Tim survey melakukan verifikasi data-data yang ada hubungannya 
dengan Nama, alamat, RT dan RW, kelurahan, dll, yang berkaitan 
dengan stasus kependudukan.  
c. Petugas datang langsung ke rumaha anggota, dicocokkan data 
administrasi dengan kenyataan yang ada beserta isi dan perabot 
rumah.  
d. Petugas melakukan survey lingkungan, mencari data dari beberapa 
tetangga tentang perlaku, akhlaq, ibadah, usaha, kekayaan, hutang, 
dll.  
e. Petugas melakukan survey ke tempat usaha atau ke tempat 
pembelian barang yang mau dijadikan objek pembiayaan tentang 
kebenaran alamat tempat usaha, jenis usaha, volume usaha, omset 
usaha, asset usaha, prospek usaha, dll.  
f. Petugas melakaukan survey berkaitan dengan barang atau harta 
yang dijaminkan tentang kebenarannya, kualitasnya, statusnya, 
letaknya, dll.  
g. Hasil survey diserahkan kepada Kadiv Marketing untuk 
ditindaklanjuti. 
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4) Prosedur analisa pembiayaan  
a. Faktor Internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan keuangan 
BMT Hubbul wayhon dengan berpedoman pada  
rasio Likuiditas, Proyeksi Cashflow, Legal Landing Limit.  
b. Faktor Koternal, yaitu mengacu pada akhlaq atau karakter anggota, 
agunan yang diberikan atau kredibilitas lembaga penjamin, 
kapasitas usaha, prospek usaha, kemampuan keuangan anggota, 
beban keuangan yang sedang ditanggung anggota, dan 
riwayat/catatan tentang hutang-hutang yang telah dilakukan.  
c. Faktor Eksternal, yaitu mengacu pada ternd/kecenderungan pasar 
tentang produk, kemasan, metode pemasaran, perubahan harga, dan 
kemungkinan resiko post major.  
5) Prosedur persetujuan pembiayaan  
a. Pembiayaan hanya boleh dan syah dilakukan bila sudah survey, 
wawancara, analisa, dan mendapat persetujuan dari bagian yang 
berwenang.  
b. Pembiayaan mutlak tidak boleh melebihi legal landing limit  
(2,5% dari asset)  
c. Satu anggota hanya diperbolehkan melakukan satu kali pembiayaan 
dalam waktu yang sama, dan hanya boleh dilakukan pembiayaan 
lagi bila pembiayaan sebelumnya sudah selesai/lunas.  
d. Besarnya nominal persetujuan pembiayaan tidak harus sama 
dengan pengajuan, tetapi harus berdasarkan kelayakan  
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berdasarkan hasil analisa.  
e. Persetujuan pembiayaan harus dituangkan dalam form persetujuan 
pembiayaan sebagai dasar mutlak untuk realisasi pembiayaan, 
tanpa adanya surat persetujuan (acc) dari yang berwenang maka 
pembiayaan tersebut tidak boleh dilakukan.  
6) Syarat dan prosedur pembiayaan  
a. Syarat akad, setiap pembiayaan berapapun basarnya dan berapapun 
jangka waktunya dan apapun jenisnya mutlak harus ada akad 
pembiayaan.  
b. Akad pembiayaan hanya dapat dilakukan bila semua syarat 
administrasi dan syarat teknis (survey, wawancara, analisa, dan 
surat persetujuan) telah terpenuhi.  
c. Akad pembiayaan hanya dapat dilakukan bila kedua belah pihak 
telah saling memahami isi dari akad dan secara kaul telah saling 
menerima atas semua ketentuan dari pembiayaan.  
d. Akad pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh bagian berwenang 
atau komite pembiayaan sesuai dengan besarnya plafon mewakili 
pihak BMT Al-Multazam Kabupaten Tegaldengan anggota yang 
memenuhi syarat-syarat hukum dan syar‟i untuk bermua‟malah 
dan beperkara hukum.  
       Bagian pembiayaan yang berwenang yang mewakili BMT Al-
Multazam Kabupaten Tegal membacakan/menyampaikan tentang isi pokok 
dari akad pembiayaan yang meliputi :  
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1. Jenis pembiayaan yang disetujui 
2. Jangka waktu yang disetujui  
3. Cara setoran angsuran  
4. Besarnya angsuran  
5. Biaya administrasi  
6. Besarnya nisbah bagi hasil/profit margin/mark up  
7. Perhitungan bagi hasil  
a. Dalam hal kerjasama pembiayaan, BMT Al-Multazam Kabupaten 
Tegal mensyaratkan sistem bagi hasil dengan anggota yang 
besarnya ditentukan dengan nisbah.  
b. Nisbah bagi hasil tergantung kesepakatan BMT Al-Multazam 
Kabupaten Tegal dan anggota, dan ditentukan didepan, dalam 
bentuk prosentase dikalikan keuntungan.  
c. Penentuan nisbah bagi hasil bisa disepakati berdasarkan 
keuntungan harian, pasaran, mingguan, atau bulanan.  
d. Perhitungan bagi hasil ditentukan sesuai nisbah bagi hasil 
berdasarkan keuntungan (bersih atau kotor) dari usaha yang 
dibiayai.  
  
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Khusus Pada Akad Murabahah di 
BMT Al Multazam Kabupaten Tegal  
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah 
keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus 
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memberitahu harga produk/barang yang dibeli dan mementukan suatu 
tingkat kentungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan 
berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.  
1. Syarat-syarat pembiayaan murabahah, yaitu:  
1) Syarat permohonan individu:  
a. Photo copyKTP suami istri  
b. Photo copy Kartu Keluarga  
c. Photo copy Surat nikah  
d. Salinan tagihan rekening listrik dan telepon  
e. Agunan (BPKB/sertifikat)  
f. Data objek pembiayaan   
g. Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)  
2) Tambahan berkas bagi pegawai:  
a. Photo copy SK pengangkatan menjadi PNS/pegawai  
tetap   
b. Photo copy gaji slip terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 
bulan terakhir)  
c. Photo copy print out rekening tabungan/rekening penampungan 
gaji minima 3bulan terakhir  
3) Tambahan berkas khusus bagi profesional (dokter, bidan, perawat):  
a. Photo copy surat ijin praktek yang masih berlaku   
b. Laporan keuangan praktek (pendapatan dan pengeluaran) 
minmal 3 bulan terakhir  
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c. Photo copy data kunjungan pasien minimal 3 bulan terakhir  
d. Photo copy print out rekening tabungan/giro untuk perputaran 
usaha minimal 6 bulan terakhir  
4) Tambahan khusus bagi wiraswasta:  
a. Photo copy surat ijin usaha lengkap (SIUP, TDP, akta badan 
usaha, NPWP badan usaha)  
b. Ijin usaha sudah berjalan minimal 2 tahun  
c. Laporan keuagan usaha (neraca dan rugi-laba) periode 2 tahun 
terakhir  
d. Photo copy print out rekening tabungan/giro perputaran usaha 
minimal 6 bulan terakhir  
Adapun prosesnya adalah:  
BMT menunjuk anggotanya sebagai pihak yang mewakili 
pembelian barang yang dimaksudkan atas nama:  
1. BMT membayar harga beli hanya sah bila dilengkapi dengan 
bukti pembayaran seperti kwitansi, tagihan atau dokumentasi 
sejenis.  
2. Selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada anggota 
dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga beli 
ditambah sejumlah margin.  
3. Anggota BMT melakukan pembiayaan dengan cara 
mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati 
bersama antara BMT dengan anggota pembiayaan.  
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Dalam pembiayaan ini dipungut biaya administrasi (free/provisi) 
oleh BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal. 
Namun, pada dasarnya, saat ada debitur yang datang kepada 
BMT Al Multazam Cabang Tegal, tidak dilakukan proses apapun. 
Debitur hanya diberikan formulir persetujuan melakukan transaksi 
Murabahah, tapi tidak menggunakan prosedur Murabahah 
(Pembelian Barang) melainkan menggunakan peminjaman uang 
(utang-piutang) sesuai dengan isi akta notaris dan berbeda jauh 
dengan isi akad perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh dibitur 
dan kreditur. 
 
C. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di BMT Al-
Multazam Kabupaten Tegal 
BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal sebuah lembaga keuangan 
non bank  yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi 
kepentingan masyarakat. BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal ini 
mempunyai lima jenis pembiayaan yaitu, Mudharabah, Musyarakah, 
Murabahah, Ijaroh, dan Qaardhul Hasan. Di BMT Al-Multazam 
Kabupaten Tegal pembiayaan yang banyak diminati anggota adalah 
pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.  
Berdasarkan wawancara penulis kepada Advokat yang menangani 
perselisihan tersebut, menyatakan bahwa, ketentuan dari pembiayaan 
dengan menggunakan akad murabahah untuk pembelian barang atau 
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kebutuhan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan ini dilakukan 
dengan cara, BMT membelikan barang yang dibutuhkan anggota kepada 
pihak pemasok, kemudian BMT menjualnya kepada anggota. Namun, 
dalam pelaksanaan akad tersebut, terkadang  BMT mewakilkan uangnya 
kepada anggota untuk pengadaan barang sendiri tetapi tetap atas nama dari 
pihak BMT. Yang pada dasarnya nasabah menjadi bingung dan tidak 
mengerti kenapa mendapatkannya uang bukan barang sesuai dengan isi 
akad. 
Dalam akad tersebut BMT menyampaikan harga perolehan (harga 
beli barang) dan menjual kepada anggota dengan harga lebih atau profit 
margin sebagai laba. Anggota dengan ini berkewajiban membayar 
angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.  
Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah baik itu bank maupun 
non bank diharapkan mampu mendorong semakin meningkatnya ekonomi 
ummat, dimana prinsip keuangan syariah selain menguntungkan juga 
terdapat prinsip sosial. Inilah perbedaan signifikan antara Bank Syariah 
dengan Bank Konvensional, dimana bank konvensional hanya meraih 
profit sedangkan bank syariah tidak hanya profit tapi juga menolong 
sesama. 
 Selain Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, masih 
terdapat lembaga keuangan berbasis syariah yaitu KJKS (Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah), terdapat perbedaan antara Bank Syariah dan Koperasi 
syariah. 
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1. Definisi 
Pengertian Bank menurut UU No 10 tahun 1998 tentang 
perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Sedangkan menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi, yaitu 
badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum 
yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas azas kekeluargaan 
2. Bentuk Usaha 
Bank syariah berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi syariah 
berbadan hukum Koperasi yang ditunjukan dengan akta pendirian 
koperasi oleh notaris berdasarkan surat rekomendasi pemerintah 
setempat. 
3. Organisasi 
Koperasi syariah adalah organisasi yang mempunyai kepentingan 
yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, 
kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, 
sedangkan bank syariah, anggotanya terbatas kepada orang yang 
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memiliki modal, dan dalam pelaksanaannya kegiatannya 
kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha. 
4. Lingkup Usaha 
Koperasi syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para 
anggotanya, sedangkan bank syariah memenuhi kebutuhan khalayak 
ramai. 
5. Pengelolaan Usaha 
Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan 
badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara 
tertutup. 
6. Pembinaan pemerintah 
Bank syariah berada dibawah pembinaan dan pengawasan dari 
Bank Indonesia sedangkan Koperasi Syariah berada dalam pembinaan 
dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM dibantu dengan 
Dinas terkait. 
Dari perbedaan di atas maka terlihat jelas perbedaan antara Bank 
Syariah dan Koperasi Syariah, namun dibalik perbedaan itu terdapat 
persamaan antara keduanya yaitu : 
1.  Sama-sama menerapkan prinsip keuangan berlandaskan al-
Qur’an dan Hadits 
2. Sama-sama memiliki pengawas syariah 
3. Sama-sama memiliki fungsi sosial dan tolong menolong. 
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Harapan kita bahwa untuk kedepannya semakin meningkatnya 
kualitas dan kuantitas lembaga yang menerapkan prinsip keuangan 
syariah, sehingga semakin meminimalisir praktek riba/bunga yang 
terjadi di masyarakat 
Syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Al-
Multazam Kabupaten Tegal adalah orang yang mengajukan 
pembiayaan di BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal harus menjadi 
anggota terlebih dahulu. Kemudian mengisi form aplikasi permohonan 
pembiayaan, dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti 
menyertakan photo copy KTP pemohon serta suami atau istri, 
photocopy KK, photo copy surat nikah, potho copy rekening listrik 
pada bulan terakhir, photo copy slip gaji bulan terakhir bagi PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) atau pekerja swasta, dan juga photo copy 
jaminan seperti sertifikat ataupun BPKB.  
Di BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal, dijumpai anggota yang 
melakukan pembiayaan macet. Pembiayaan macet adalah suatu 
keadaan di mana anggota lalai dalam melakukan kewajibannya untuk 
membayar angsuran baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. 
Dalam ajaran Islam, seorang yang melakukan akad harus memenuhi 
akad-akad itu. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 1:  
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, 
dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
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ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.  
Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan 
akad harus memenuhi apa-apa yang telah diperjanjikan dalam akad 
tersebut. Karena hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban nanti 
di akhirat. Maka dari itu, BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal 
Sumowono dalam menyikapi hal tersebut, ada beberapa upaya yang 
dilakukan dalam menyelesaikan sengketa terhadap pembiayaan macet 
pada akad murabahah.  
Upaya yang dilakukan BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal 
Sumowono  dalam menyikapi anggota  yang macet yaitu dengan cara 
musyawarah secara baik-baik antara pihak BMT Al-Multazam 
Kabupaten Tegal Sumowono dengan anggota yang melakukan 
pembiayaan macet. BMT Al- Multazam juga melakukan pendekatan 
dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran waktu 
sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, apabila dengan cara 
musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil maka, pihak BMT Al-
Multazam Kabupaten Tegal dengan terpaksa menyita barang jaminan 
dari anggota sesuai dengan isi akad perjanjian. 
Dasar hukum penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada akad 
murabahah di BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal Sumowono diatur 
di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BMT Al-Multazam 
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Kabupaten Tegal telah dijelaskan dalam akad perjanjian, dan juga diatur 
dalam Akad Pembiayaan Murabahah 
Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak BMT Al-
Multazam Kabupaten Tegal terhadap anggota yang melakukan 
pembiayaan macet, dapat melalui beberapa langkah yaitu:  
1. Tingkat pertama peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-
turut dalam jangka waktu selang 2 (dua) bulan antara peringatan I 
dan II.  
2. Tingkat kedua, menetapkan hukuman berupa pemberhentian 
sementara sebagai anggota koperasi, selama-lamanya 6 (enam) 
bulan.  
3. Diberikan surat Somasi  
Surat somasi diberikan kepada anggota BMT jika surat peringatan 
yang ke II tidak diindahkan juga oleh anggota BMT.  
4. Pihak BMT menghubungi anggota BMT yang melakukan 
pembiayaan macet dengan cara SMS dan juga telepon, jika tidak 
ada respon maka pihak BMT datang ke rumah anggota untuk 
menemui anggota dan diajak untuk musyawarah, musyawarah bisa 
dilakukan di rumah anggota, di kantor BMT maupun pada rapat 
anggota.  
5. Setelah musyawarah pihak BMT memberikan kelonggaran waktu 
untuk mengangsur pembiayaan.  
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6. Bilamana setelah anggota diberi kelonggaran waktu dan anggota 
tidak membayar angsurannya maka pihak BMT akan menyita 
barang jaminan dan menjualnya untuk melunasi pembiayaannya 
bila memang anggota sudah benar-benar tidak mempunyai i‟tikad 
baik ataupun tidak mampu lagi untuk membayar pembiayaannya.  
7. BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal melakukan penjualan 
terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka 
pelunasan pembiayaan. Di dalam BMT penjualan jaminan yang 
harganya lebih dari hutang anggota, maka kelebihan dari hutang 
akan dikembalikan, tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak 
menutup pembiayaan anggota, maka pihak BMT akan menagih 
kembali sesuai kekurangannya, dan hal-hal tersebut tentunya 
dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak BMT dengan 
anggota yang melakukan pembiayaan macet.  
8. Apabila semua tahap telah dilakukan oleh pihak BMT dan ternyata 
anggota tidak melaksanakan musyawarah yang telah disepakati 
bersama oleh pihak BMT dengan anggota yang melakukan 
pembiayaan macet, maka akan dilakukan pemberhentian terhadap 
anggota.  
Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 44 tentang sanksi 
anggota, tertulis bahwa “Bagi anggota yang terkena sanksi diberi 
kesempatan untuk melakukan pembelaan didalam Rapat Anggota, 
anggota yang diberhentikan sementara dan atau telah dikenakan sanksi 
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oleh pengurus maka, apabila hendak menggunakan haknya membela 
diri, menyampaikan maksudnya kepada pengurus secara tertulis, 
mereka kehilangan hak dan kewajibannya sampai ada keputusan Rapat 
Anggota atas pemberhentian tersebut. Bagi anggota yang 
pemberhentiannya sementaranya dan atau pemberhentiannya tidak 
diterima oleh Rapat Anggota, maka hak dan kewajibannya pulih 
kembali seperti semula”.  
Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, kedua belah pihak tidak 
mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan 
perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Namun 
apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang 
berlaku di kantor BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal, dan keputusan 
akhir yang mengikat dan apabila belum ditemukan jalan keluar, maka 
kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui Badan 
Arbitrase Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah (Akad Pembiayaan Murabahah pasal 7).  
Peraturan/prosedur yang berlaku di kantor BMT Al-Multazam 
Kabupaten Tegal tentang penyelesaian sengketa pembiayaan pada akad 
murabahah adalah Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 44 tentang 
sanksi anggota, dan sampai pada saat ini permasalahan yang ada di 
BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal Sumowono mengenai 
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penyelesaian sengketa pada akad murabahah hanya pada sampai 
tingkat musyawarah, belum sampai ke Badan Arbitrase Syari’ah.  
Penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada akad murabahah di 
BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal ini juga diatur dalam Akad 
Pembiayaan Murabahah dalam  pasal 6 yaitu :  
1) Pihak II memberikan kuasa pada Pihak I untuk men-debet semua 
simpanannya apabila pihak II mengalami keterlambatan angsuran, 
dan pihak II bersedia untuk membayar kembali simpanan yang 
telah didebet.  
2) Bila pihak II lalai membayar/memenuhi kewajibannya 
sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka segala/ongkos 
penagihan dan kuasa pihak I akan ditanggung oleh Pihak II.  
3) Apabila pihak II lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 
(4) sesuai dengan jatuh tempo per periodenya, maka pihak II 
bersedia membayar Infak Kifarat atau denda kepada pihak I sesuai 
dengan kebijakan yang berlaku di BMT Al-Multazam Kabupaten 
Tegal.  
4) Sehubungan dengan pasal (5), apabila terjadi permasalahan, 
penyalahan aturan pembiayaan dan mengalami hal-hal yang tidak 
diinginkan dan mengalami jalan akhir maka pihak I berwenang 
penuh atas barang jaminan tersebut. 
Pada umumnya proses penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup 
syari’ah dapat di selesaikan dalam dua jalur yaitu jalur litigasi dan non 
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litigasi. Jalur litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui badan 
peradilan, sedangakan jalur non litigasi adalah proses penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan.  
1. Jalur Litigasi  
       Kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa 
di bidang ekonomi syari’ah baru ada sejak diundangkannya 
Undangundang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini dapat 
dilihat dalam pasal 49 huruf (i) yang menyebutkan bahwa 
pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam “ekonomi syari’ah”. Kewenangan yang 
didalam pasal 49 huruf (i) ini merupakan kompetensi absolut bagi 
peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di 
Indonesia.  
2. Jalur non Litigasi  
Lembaga arbitrase (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) adalah 
penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 
para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 UU No. 30 tentang 
arbitrase danalternatif penyelesaian sengketa). Khusus untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak bank syari’ah 
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dengan nasabahnya, maka arbitrase institisional yang 
sebaiknya dipilih oleh para pihak adalah Badan Arbitrase Syari‟ah 
Nasional.  
Bahwa seperti halnya dengan lembaga arbitrase yang lain 
BASYARNAS, baru memiliki kewenangan/kompetensi untuk 
menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah apabila para 
pihak yang bersengketa terlebih dahulu membuat perjanjian 
arbitrase baik sebelum sengketa terjadi maupun sesudah sengketa 
terjadi. Yang pertama disebut sebagai pactum de compramittedo, 
dimana biasanya melekat pada perjanjian pokoknya dengan 
mencantumkam klausul arbitrase, sedangkan yang kedua disebut 
dengan akta kompromis yakni berupa perjanjian arbitrase yang 
terpisah dengan perjanjian pokoknya. Bentuk-bentuk penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan yang lain yaitu:  
d. Negosiasi  
Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang 
untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 
mmemiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. 
Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa 
untuk mmrndiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak 
ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil 
keputusan (mediasi).  
e. Mediasi  
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Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak 
dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap 
netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para 
pihak tetapi menunjang fasilisator untuk terlaksananya dialog 
antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar 
pendapat untuk mencapai mufakat.  
f. Konsiliasi   
Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai 
dengan melibatkan pihak ketiga. Prosedur untuk baik, konsiliasi 
dilaksanakan secara suka rela artinya, para pihak dapat menempuh 
cara ini apabila kedua belah pihak setuju dan pelaksanaannya 
bersifat rahasia, namun demikian pelaksanaan tersebut tidak 
mengurangi hak masing-masing pihak untuk melangkah ke proses 
atau tata cara penyelesaian lebih lanjut.  
Dalam konsep ajaran Islam ada tiga sistem dalam 
menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu :  
1) Secara Damai (as-shulh)   
       Yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untukmengakhiri 
perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yangbersengketa 
secara damai dan dilakukan dengan cara musyawarah 
olehpihakpihak yang bersengketa. 
2) Secara Arbitrase (at-tahkim)  
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Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan 
istilah“tahkîm”. Secara terminologis, tahkîm memiliki 
pengertian yang samadengan arbitrase yakni pengangkatan 
seseorang atau lebih sebagai wasitoleh dua orang yang 
berselisih atau lebih, guna menyelesaikanperselisihan mereka 
secara damai, orang yang menyelesaikan disebutdengan 
“Hakam".  
3) Melalui Lembaga Peradilan (al- qadhâ)  
       Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil 
melakukan as-shulh atau at- tahkîm, atau para pihak tidak 
mau melakukan kedua caratersebut, maka salah satu pihak 
bisa mengajukan masalahnya kepengadilan.  
       Proses penyelesaian sengketa pada akad murabahah di BMT Al-
Multazam Kabupaten Tegal melalui jalur non litigasi, dengan cara 
negosiasi antara pihak BMT dengan anggota BMT yang melakukan 
pembiayaan macet. BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal juga 
menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam yaitu dilakukan 
secara damaidengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang 
bersengketa. Dalam firman Allah pada QS. Al-Hujarat ayat 10 yang 
artinya :  
 “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.  
93 
 
 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa bila ada persengketaan diantara 
orang-orang mukmin, persengketaan bisa diselesaikan dengan jalur 
perdamaian. Karena damai atau tidak bersengketa adalah salah satu 
bentuk taqwa kepada Allah SWT.  
Hal ini juga sesuai berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 
menyatakan bahwa” perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar azas kekeluargaan”. Jadi, BMT Al-Multazam Kabupaten 
Tegal tidak melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa, proses penyelesaian sengketa pada 
akad murabahah di BMT Al-Multazam Kabupaten Tegal yaitu dengan 
cara musyawarah atau negosiasi secara kekeluargaan melalui 
pendekatan terhadap anggota BMT, sampai pada saat ini bila ada 
persengketaan dalam pembiayaan akad murabahah diselesaikan hanya 
sampai pada tingkat musyawarah, dan belum sampai pada Badan 
Arbitrase Syari’ah. Hal tersebut sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran 
Rumah Tangga (ART)  
Akta hipotik menyatakan utang piutang sehingga ada perbedaan 
signifikan yang terjadi pada sistem perjanjiannya,ketika terjadi suatu 
wanprestasi salah satu pihak yang disebabkan oleh debitur maka 
kreditur langsung datang ke objek yang dijaminkan dalam akad 
perjanjian dan menyitanya tanpa ada pemberitahuan kepada pihak 
debitur. Apabila sudah terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, 
maka debitur dapat meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum 
94 
 
 
 
atau kantor advokat untuk mendampingi permasalahan tersebut, 
seperti yang terjadi di LBH BANPK, debitur meminta bantuan kepada 
lembaga untuk dapat memberikan keringanan. 
Perselisihan yang ditangani LBH BANPK dengan cara Mediasi 
dengan pihak kreditur memberi kebijakan bahwa debitur hanya perlu 
membayarkan sisa angsuran pokok dan angsuran margin barang yang 
didapat (keuntungan) sehingga BMT Al-Multazam sersebut berharap 
perkara tersebut tidak dilanjutkan di persidangan
52
.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
      52 Wawancara dengan Advokat LBH BANPK,Warjiyantie,SH Pada senin, 2 Desember 2019  
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan 
teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami 
permasalahan-permasalahan, terdapat kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pembiayaan Murabahah yang dilakukan BMT Al Multazam 
Kabupaten Tegal ternyata tidak sesuai dengan prosedur pada 
umumnya, karena adanya akad perjanjian yang menjelaskan 
menggunakan pembiayaan murabahah (jual-beli barang), ternyata 
diberikan objek hasil akad bukanlah barang, tetapi uang dengan hasil 
kesepakatan dengan pemotongan biaya administrasi, dan diharuskan 
membayar lebih dari uang pokok yang dipinjam. Sedangkan di 
dalam akta notaris menyebutkan status subjek hukum perjanjian ada 
di kabupaten tegal, padahal status perjanjian yang sebenarnya ada di 
kota Tegal dan dilakukannya perjanjian tersebut ada di Brebes dan 
perjanjian antara kreditur dan debitur dianggap melakukan utang-
piutang, bukan status jual-beli barang. Dengan nilai pokok Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan uang besih yang 
diterima sebesar Rp. 45.500.000,- (Empat puluh Lima juta liam ratus 
ribu rupiah) tetapi harus membayarkan Rp. 90.500.000,- (Sembilan 
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2. puluh juta lima ratus ribu rupiah), dari sini terlihat jelas bahwa BMT Al 
Multazam Cabang Tegal hanya melakukan manipulasi data untuk 
menjebak para debitur, sehingga tidak mampu lagi membayar. 
3. Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di BMT Al Multazam 
Kabupaten tegal dilakukan adalah musyawarah, mediasi perbankan, 
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga 
arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Umum.” 
Sedangkan cara yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Badan 
Advokasi Nasional Penegak Keadilan (LBH BANPK) adalah dengan 
cara mediasi antara kreditur dan debitur, sehingga terdapat titik temu 
berupa debitur hanya membayarkan uang pokoknya saja. 
 
B. Saran  
Adapun Saran dari Penulis adalah : 
1. Penulis berharap kedepannya, Bank BMT Al Multazam cabang tegal 
Kota dapat memberikan keterbukaan kepada nasabah terkait dengan isi 
akad perjanjian. 
2. Penulis berharap apabila kelalaian yang dilakukan oleh Kreditur, harus 
adanya penegasan jangan hanya biaya pokok sebesar Rp. 50.000.000,- 
yang dibayarkan, melainkan uang yang diterima oleh debitur saja yang 
dibayarkan. 
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